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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu sudah di pelupuk 

mata rakyat Indonesia, sebagai Negara demokrasi Pemilu merupakan pesta 

demokrasi tersesar setiap lima tahun sekali dalam satu periode jabatan 

pemerintahan. Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang 

didasarkan pada nilai – nilai luhur bangsa, selain itu Pemilu juga merupakan 

implementasi sila keempat dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”1  dan Pasal 1 

(2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.2 

Berdasarkan hal tersebut maka Pemilu merupakan sebuah poros perputaran 

dalam menggerakan administrasi kenegaraan untuk menciptakan  kedaulatan 

rakyat dengan berdasarkan kepada legitimasi kekuasaan UUD  NRI Tahun 

1945. 

Pemilu merupakan mekanisme dalam pemilihan wakil rakyat baik 

badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat daerah maupun tingkat pusat. 

Pemilu pertama Indonesia dilakukan pada tahun 1955 dan yang terakhir pada 

tahun 2019, jika sesuai siklusnya maka Pemilu  selanjutnya akan dilaksanakan 

                                                           
 1 Pancasila, Sila Ke 4. 

 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2). 
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serentak pada tahun 2024 mendatang. Regulasi terkait pelaksanaan Pemilu 

diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(selanjutnya disebut UU Pemilu) yang substansinya mengatur keseluruhan 

proses Pemilu. Kewenangan pelaksanaan Pemilu dipegang oleh Komisi 

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) yang merupakan lembaga 

Independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam melaksanakan 

Pemilu, KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu, 

hal ini diamanatkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Badan Pengawas 

Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.”3 

Dalam pelaksanaan Pemilu tidaklah selalu mulus, banyak persoalan 

didalamnya baik dari peserta maupun dari rakyat itu sendiri yang merasa 

adanya kecurangan dan tidak transparan pada prosesnya. Berdasarkan data dari 

Bawaslu tahun 2019, Tingkatan Indeks Kerawanan Pemilu Indonesia sebagai 

berikut : 

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 

tertinggi, dengan skor total 88.95. Disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara 

(87.48), Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur 

(74.04). Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang 

paling rendah adalah Bengkulu (3.79), Sulawesi Selatan (10.20), Nusa 

Tenggara Barat (11.09), Jambi (12.03) dan Kalimantan Barat (12.69).4 

 

                                                           
 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 17. 

 4 Badan Pengawas Pemilu, Indeks Kerawanan PEMILU 2024, (Jakarta Pusat : Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023), hal 43. 
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Hal yang baru – baru ini terjadi adalah gugatan secara perdata dengan 

subjek gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechmatige daad antara 

Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat yang dimenangkan 

oleh Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan nomor 

757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI. Bahwa dalam amar 

putusannya hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi tergugat yaitu KPU dan 

memenangkan gugatan Partai Prima dengan putusan sebagai berikut : 

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam 

verifikasi administrasi oleh Tergugat; 

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 

4. Menghukum  Tergugat  membayar  ganti  rugi  materiil  sebesar  Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat; 

5. Menghukum Tergugat  untuk  tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan 

Umum 2024  sejak  putusan  ini  diucapkan  dan  melaksanakan  tahapan 

Pemilihan Umum dari awal  selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) 

bulan 7 (tujuh) hari; 

6. Menyatakan putusan perkara ini  dapat  dijalankan terlebih dahulu secara 

serta merta (uitvoerbaar bij voorraad); 

7. Menetapkan biaya  perkara  dibebankan  kepada  Tergugat  sebesar 

Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).5 

                                                           
 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst. 
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Kemenangan telak Partai Prima ini menjadi sebuah kejutan bukan hanya bagi 

KPU, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi pemerhati hukum, 

dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada point lima 

disebutkan bahwa Majelis menghukum Tergugat  untuk  tidak melaksanakan 

sisa tahapan Pemilihan Umum 2024  sejak  putusan  ini  diucapkan  dan  

melaksanakan  tahapan Pemilihan Umum dari awal  selama lebih kurang 2 (dua 

) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.  

 Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan untuk menunda 

pelaksanaan Pemilu, namun dengan adanya skorsing terhadap KPU untuk 

memberhentikan sisa tahapan Pemilu tahun 2024 selama kurang lebih 2 (dua ) 

tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari akan secara otomatis membuat pelaksanaan 

Pemilu tertunda. Mengutip perbincangan Komisioner KPU Idham Kholik 

dalam Kabar Petang TV One yang menyatakan : 

Demokrasi yang baik adalah emokrasi yang mengedepankan hukum atau 

adanya supremasi hukum. Dalam UU Pemilu mengatur penyelesaian 

sengketa Pemilu dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bawaslu dan PTUN, hal 

ini diatur dalam Pasal 467 (1) Pasal 470 (1).6 

 

Didasarkan pada Pasal yang sudah disebutkan, maka sebuah pertanyaan 

besar tentang putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri tersebut. Tidak ada 

yang salah bagi pencari keadilan untuk melakukan gugatan pada pengadilan 

manapun, namun pengadilan sendiri memiliki kompetensi absolut (absolute 

jurisdiction) masing – masing sesuai dengan lingkungan peradilannya 

                                                           
  6 Idham Kholik (Komisioner Komisi Pemilihan Umum), 3 Maret 2023 di Kabar Petang 

TV One, https://www.youtube.com/watch?v=cHn8Ejo3HFc&t=114s, diakses 8 Mei 2023. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHn8Ejo3HFc&t=114s
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(diversity jurisdiction) dan sesuai dengan subjek/materinya yang hal tersebut 

otomatis mengikat kewenangan masing – masing pengadilan tersebut. 

Keputusan tersebut tentu merupakan yurisdiksi yang harus 

dipertanggungjawabkan terkait kewenangan absolut hakim dalam memutus/ 

memenangkan perkara tersebut. Walaupun kekuasaan kehakiman diberikan 

langsung oleh konstitusi, tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dimana salah satunya 

menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 

menyatakan : 

Walaupun kekuasaan kehakiman tersebut dinyatakan merdeka tidaklah 

berarti para hakim dan badan peradilan itu mempunyai kekuasaan dan 

kewenanganyang luar biasa tanpa batas. Bagaimanapun juga mereka tetap 

masih dibatasi oleh aturan – aturan hukum yang ada serta nilai – nilai moral 

dan etika yang hidup dan berkembang di masyarakat.7 

 

 Penyelesaian sengketa proses atau sengketa hasil Pemilu diatur jelas 

dalam UU Pemilu, dimana substansi muatannya disebutkan bahwa kewenangan 

penyelesaian sengketa penyelesaian Pemilu diberikan kepada Bawaslu dan 

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terkait dugaan temuan pelanggaran 

Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran 

Administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau 

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam 

                                                           
 7 Widjaja, Penyelenggaraan Otomi Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hal 168.  
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setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian sengketa tersebut juga 

dilakukan secara khusus dengan hakim khusus yang ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung (MA) dengan ketentuan bahwa hakim tersebut telah melaksanakan 

tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun. Tahapan penyelesaian sengketa 

Pemilu tersebut dapat dilakukan hingga tahapan kasasi melalui Mahkamah 

Agung (MA). Selanjutnya UU Pemilu juga mengatur tentang penanganan 

tindak pidana Pemilu, dan kewenangan tersebut diberikan kepada Kepolisian 

Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri dan dapat dilakukan banding 

hingga kasasi sampai dengan Mahkamah Agung (MA).  

Dimenangkannya gugatan tersebut oleh Partai Prima di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat tentu menjadi gemuruh, karena gugatan yang diajukan Partai 

Prima merupakan objek perkara perdata yang bersifat privat dimana seharusnya 

putusan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yakni Partai Prima dan 

KPU sementara putusan yang dikeluarkan majelis hakim PN Jakarta Pusat lebih 

bersifat publik dimana mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya dalam poin enam kembali ditegaskan 

bahwa putusan perkara ini  dapat  dijalankan terlebih dahulu secara serta merta 

(uitvoerbaar bij voorraad) yang artinya walaupun KPU mengajukan banding 

putusan ini harus tetap dilaksanakan KPU untuk menunda tahapan proses 

Pemilu.   

Selanjutnya, mengacu kepada PERMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan 

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat 
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Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), termaktub dalam Pasal 11 

disebutkan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa 

oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang 

mengadili.” Maka dapat dikatakan putusan ini adalah putusan Ultra Petitum 

Partium disebutkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa 

“seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara 

yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. 

Tidak lama setelah putusan keluar, KPU  sebagai pihak tergugat kemudian 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada tanggal 11 

April 2023 sudah dibacakan putusan bandingnya yang pada amar putusannya 

menyebutkan : 

Mengadili 

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat; 

2. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan 

banding tersebut 

 Dalam Eksepsi 

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; 

2. Menyatakan  Peradilan  Umum  Cq.  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat 

tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara a 

quo; 
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 Dalam Pokok Perkara 

1. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  tidak  dapat  diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard); 

2. Menghukum Para  Terbanding/Para  Penggugat  untuk  membayar biaya  

yang  timbul  secara  tanggung  renteng  dalam perkara  ini untuk  kedua  

tingkat  pengadilan  dan  untuk  tingkat  banding sejumlah Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah); 

Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim menyebutkan bahwa walaupun 

gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,  namun  substansi  

sengketa  dalam pokok  perkara  a quo adalah berupa akibat diterbitkannya 

keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan  demikan  secara  substansi  

hal  tersebut  adalah  termasuk  sebagai perbuatan  melawan  hukum  oleh  

penguasa,  maka  menjadi  kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Putusan tersebut meluruskan kembali jalur hukum dalam sistem 

peradilan yang seharusnya, oleh karena itu perlu menjadi tanda tanya besar 

mengapa pengadilan negeri Jakarta Pusat dapat mengabulkan gugatan peggugat 

yang jika dilihat objek gugatannya saja sudah bertentangan dengan kompetensi 

dan wilayah yurisdiksinya. 

 Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mendalaminya dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan 

judul: KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 
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DALAM MENUNDA PEMILU (Studi Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT 

DKI JUNCTO  757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang ditemukan penulis diuraikan sebagai berikut : 

1. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan 

untuk memutus penundaan Pemilu ? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI dalam 

penundaan Pemilu ? 

3. Langkah hukum apa yang seharusnya dilakukan Partai Prima terhadap 

persoalan sengketa proses Pemilu tersebut? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulisan dalam skripsi ini tidak lepad dari permasalahan yang 

telah dirumuskan sebelumnya, yakni sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 

memutus dan mengabulkan seluruh gugatan Parta Prima 

757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI. 
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2. Untuk mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi pertimbangan 

hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengabulkan 

gugatan tersebut khususnya dalam putusan yang mengintruksikan agar 

KPU menghentikan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024  selama lebih 

kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. 

3. Untuk mengetahui seharusnya langkah hukum apa yang dapat ditempuh 

oleh Parta Prima dalam sengketa proses Pemilu. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

yakni : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam 

perkembangan ilmu hukum tata negara. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat 

luas khususnya mahasiswa hukum agar lebih peduli dan mengkritisi 

aparat penegak hukum, khususnya dalam peristiwa hukum luar 

biasa seperti ini untuk mengawal segala produk hukum yang 
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dianggap bermasalah atau bahkan cacat secara formil yang secara 

eksplisit dapat merugikan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembenahan khsusunya 

bagi lembaga yudikatif dalam menangani perkara sengketa Pemilu 

sesuai dengan lingkungan peradilannya (diversity jurisdiction) agar 

tidak keluar yurisdiksi kewenangannya.  

 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

 Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-

batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan 

dilakukan, mengenai teori variabel - variabel permasalahan yang akan diteliti.8 

Teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut 

: 

1) Teori Hak Konstitusional 

a. Pengertian Hak Konstitusional 

  Indonesia sebagai Negara hukum, berpegang pada sepremasi 

hukum dengan jaminan keadilan dari kontitusi kita yakni UUD-NRI tahun 

1945 dan Grundnorm (norma dasar) bangsa yakni Pancasila. Unsur sebuah 

Negara hukum adalah adanya jaminan HAM (Hak Asasi Manusia) yang 

                                                           
 8 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004), hal. 41. 
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bersumber dari Tuhan YME dan Hak Konstitusional yang bersumber dari 

Negara. Menurut Willa Wahyuni : 

Hak konstitusional warga Negara merupakan hak dasar yang diatur 

dalam UUD  1945 yang didalamnya memuat  mengenai  hak  untuk  

hidup,  hak berkeluarga dan melanjutkan  keturunan, hak  

mengembangkan diri, hak memperoleh   keadilan,  hak kebebasan 

pribadi, hak  atas rasa aman,  hak kesejahteraan,  hak serta dalam 

pemerintahan,   hak perempuan, dan hak anak – anak.9 

 

  Mengutip pendapat Mustakim, bahwa suatu Negara hukum 

bercirikan : 1) adanya jaminan yang kuat nagi hak – hak asasi manusia 

tanpa diskriminasi; 2) adanya penempatan hukum diatas (supreme) Negara; 

3)nadanya legitimasi kekuasaan yang diberikan oleh rakyat yang berdaulat; 

4) adanya suatu badan peradilan yang merdeka (bebas dan tidak 

memihak).10 

  Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan 

sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, 

baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena 

dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian 

dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang 

kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai 

                                                           
 9 Willa Wahyuni, “Hak Konstitusional Warga Negara”, 

www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9, diakses 

tanggal 8 Mei 2023. 

 

 10 Mustakim, Pokok – Pokok Ilmu Perundang – Perundangan, (Jakarta, Kencana, 2023), 

hal 11. 
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bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap 

kekuasaan Negara.11 

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak 

konstitusional:12 

1. hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu 

diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari 

doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan 

karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang 

merupakan hukum fundamental.  

2. hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh 

konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan 

negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada 

satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau 

melanggar hak konstitusional itu.  

3. karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap 

tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak 

itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional 

akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak 

terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan 

                                                           
 11 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya 

Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, (Sinar Grafika, Jakarta, 

2013), hal 111. 

 
12 Ibid, hal 136 – 137. 
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di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar 

atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.  

4. perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional 

adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, 

bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.  

5. hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada 

analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. 

b. Perlindungan Hak Konstitusional 

Dalam negara hukum, perlindungan hak konstitusional menjadi 

fundamental bagi keberlangsungan hukum itu sendiri. Hak konstitusional 

merujuk pada hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang 

dasar, baik secara eksplisit maupun implisit. Karena termasuk dalam 

konstitusi atau undang-undang dasar, hak-hak tersebut menjadi bagian dari 

konstitusi atau undang-undang dasar, dan oleh karena itu, semua cabang 

kekuasaan negara harus menghormatinya13. Oleh karena itu, penting bagi 

negara untuk memastikan bahwa hak konstitusional dilindungi dan 

dihormati dengan baik. 

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak secara jelas menjelaskan 

tentang hak konstitusional, dalam hukum positif Indonesia istilah tersebut 

muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi, dan didefinisikan sebagai hak-hak yang diatur 

                                                           
 13 Herdi Munte & Sagala, Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia, dalam Jurnal 

Ilmiah Penegakan Hukum, No.2, Desember 2021, hal 183-192. 
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dalam UlUlD NRI Tahu ln 1945. Belrikult adalah belbelrapa ciri-ciri hak 

konstitulsional14: 

1) Hak konstitulsional melmiliki sifat fulndamelntal karelna dijamin olelh dan 

melrulpakan bagian dari konstitulsi telrtullis yang melnjadi hulkulm 

fulndamelntal. 

2) Hak konstitulsional haruls dihormati olelh sellulrulh cabang kelkulasaan 

nelgara, yaitul lelgislatif, elkselkultif, dan yuldikatif. 

3) Seltiap tindakan yang dilakulkan olelh organ nelgara yang mellanggar hak 

konstitulsional haruls dinyatakan batal olelh pelngadilan. 

4) Pelrlindulngan yang dibelrikan olelh konstitulsi bagi hak konstitulsional 

adalah pelrlindulngan telrhadap tindakan ataul pellanggaran olelh nelgara, 

bulkan olelh individul lain. 

5) Hak konstitulsional melrulpakan pelmbatasan telrhadap kelkulasaan nelgara. 

Selcara seldelrhana, pelrlindulngan hak konstitulsional haruls dipelrhatikan 

olelh belrbagai lelmbaga nelgara dalam rangka melnjaga kelselimbangan 

kelkulasaan dan melncelgah pelnyalahgulnaan welwelnang. Hal ini karelna 

hak konstitulsional melmiliki karaktelristik yang fulndamelntal, selpelrti 

dijamin olelh konstitulsi, haruls dihormati olelh sellulrulh cabang kelkulasaan 

nelgara, dan melrulpakan pelmbatasan telrhadap kelkulasaan nelgara itul 

selndiri. Olelh karelna itul, seltiap tindakan nelgara yang mellanggar hak 

konstitulsional haruls dapat dinyatakan batal olelh pelngadilan. 

                                                           
 14 Ibid. 
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2) Telori Ke lwe lnangan 

Telori ke lwe lnangan (Ju lrisdiction) me lruljulk pada ke lwe lnangan yang dimiliki 

olelh su latul badan atau l le lmbaga ne lgara u lntulk me llakulkan tindakan ataul 

melmultulskan sulatul pe lrkara yang masu lk dalam ranah ke lkulasaannya. Se lcara 

telori we lwelnang, ke lwelnangan yang be lrasal dari pelratulran pe lru lndang-u lndangan 

dapat dipe lrole lh mellaluli tiga cara, yaitu l kelwe lnangan me llaluli atribulsi, de llelgasi, 

dan mandat.15 

1) Atribu lsi 

Ke lwelnangan atribu lsi didelfinisikan selbagai pe lmbelrian we lwe lnang ole lh 

Ulndang-U lndang Dasar Ne lgara Re lpulblik Indonelsia Tahu ln 1945 ataul 

ulndang-u lndang lainnya ke lpada badan atau l peljabat pe lmelrintahan16. 

Ke lwelnangan yang didapat dari atribulsi multlak belrasal dari amanat ulndang-

ulndang yang se lcara e lksplisit langsu lng te lrdapat dari re ldaksi u lndang-u lndang 

atau l pasal te lrte lntu l, dan pelne lrima atribu lsi melmiliki kelwelnangan u lntulk 

melmpelrlulas bidang atribulsi dan melmpe lrolelh welwelnang baru l sellama tidak 

mellelbihi batas bidang kelwe lnangannya. Ke lwe lnangan atribu lsi akan te ltap 

belrlaku l sellama tidak telrjadi pe lru lbahan pada pe lratulran pe lru lndang-

ulndangan, dan se lcara multlak be lrtanggu lng jawab dan dapat 

dipelrtanggu lngjawabkan olelh pelnelrima atribu lsi17. Hulbulngan hu lkulm antara 

                                                           
 15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 

 

 16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

Pasal 1 Angka 22. 

 

 17 Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam Jurnal Mahasiswa 

Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, hal 41-62. 
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pelmbe lntulk ulndang-u lndang de lngan organ/badan pelmelrintahan te lrkait 

we lwelnang te lrselbult. 

2) De llelgasi 

De llelgasi dalam konte lks pe lmelrintahan me lru ljulk pada prose ls pe llimpahan 

kelwe lnangan dari badan atau l pe ljabat pe lmelrintahan yang me lmiliki 

kelwe lnangan le lbih tinggi kelpada badan atau l pe ljabat pe lmelrintahan yang 

melmiliki kelwelnangan le lbih re lndah, de lngan tanggu lng jawab dan risiko 

belralih se lpelnulhnya ke lpada pe lnelrima de llelgasi18.  

3) Mandat 

Mandat melru ljulk pada pellimpahan ke lwelnangan dari badan atau l peljabat 

pelme lrintahan yang le lbih tinggi ke lpada badan atau l peljabat yang le lbih 

re lndah, di mana tanggu lng jawab dan tanggu lng gu lgat te ltap belrada pada 

pelmbe lri mandat19 

3) Telori Ke ladilan 

a. Pelnge lrtian Ke ladilan 

  Ke ladilan belrasal dari kata adil yang me lnulru lt Kamuls Be lsar Bahasa 

Indone lsia 

(KBBI) sama be lrat atau l tidak melmihak, maka se lcara se ldelrhana ke ladilan 

dapat diartikan se lbagai selbulah kondisi yang adil ataul tidak selwelnang – 

                                                           
 

 18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

Pasal 1 Angka 23. 

 

 19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

Pasal 1 Angka 24. 
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we lnang. Dalam pre lspe lktif hulkulm keladilan melrulpakan tuljulan daripada 

hulkulm itul selndiri dalam ulpaya me lnjaga dan me lmpelrtahankan hak – hak 

seltiap warga Ne lgara, namuln pada hakikatnya tidak pe lrnah ada parame ltelr 

dalam se lbulah ke ladilan. Indone lsia melnjadikan keladilan se lbagai falsafah 

nelgaran se lpelrti yang te lrmaktulb dalam sila kel-5 dalam pancasila yakni 

keladilan sosial bagi se llulrulh rakyat Indone lsia. Hal ini te lntulnya se lbulah 

harapan dari pe lndiri bangsa ini bahwa ke ladilan haru lslah melnjadi milik 

sellulrulh rakyat Indone lsia, tidak ada istilah bahwa hu lkulm tulmpull ke latas 

tajam kelbawah. Ole lh kare lna itul nilai keladilan helndaklah me lnjadi dasar 

yang wajib diwu ljuldkan dalam ke lhidu lpan belrsama. 

b. Ke ladilan Melnulru lt Ahli 

1) Telori Ke ladilan Thomas Hobbe ls 

  Melnulru lt Thomas keladilan telrjadi apabila didasarkan pada 

pelrjanjian yang te llah diselpakati. Hal ini me lnyimpullkan bahwa ke ladilan 

telrcipta atau l tge lrcapai apabila adanya ke lselpakatan dari antara du la pihak. 

Konse lp pelrjanjian dalam hal ini dimaknai sangat lulas bulkan hanya te lrpakul 

pada pe lrjanjian du la pihak atau l selwa me lnye lwa, melnyangku lt julga ke lpada 

pelnjatulhan pu ltulsan antara hakim dan te lrdakwa se lrta produ lk hulkulm 

pelme lrintah selpelrti pelratulran pelru lndang – ulndangan yang me lmiliki 

sulbstansi ulntulk melngatulr de lngan tuljulan me lngelde lpankan kelpe lntingan 

masyarakat lulas. 

2) Telori Ke ladilan Aristotellels 
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  Ke ladilan me lnulrult Aristotelle ls adalah ke ltaatan te lrhadap hu lkulm, hal 

ini ditulangkan dalam karyanya yang be lrjuldull Eltika Nichomache la. Spelsifik 

dilihat dalam bulkul nicomache lan e lthics, bulkul itul se lpelnulhnya dituljulkan 

bagi ke ladilan, yang, belrdasarkan filsafat hulkulm Aristotelle ls, melsti 

dianggap se lbagai inti dari filsafat hu lkulmnya, “kare lna hu lkulm hanya bisa 

diteltapkan dalam kaitannya de lngan ke ladilan”.20 Pandangan ke ladilan 

melnulrultnya se lbagai pe lrsamaan hak bu lkan hanya se lkeldar pe lsamarataan 

selmata. Ole lh kare lna itul Aristote llels melmbeldakan hak pe lrsamaannya 

delngan hak proporsional. Pelrsamaan hak adalah pe lmbelrian ke lseltaraan 

dalam arti dibelrikan pada tiap – tiap orang tanpa telrkelcu lali, inilah dasar 

dalam pe lmahaman asas Elqulality Belfore l Thel Law atau l asas pe lrsamaan di 

mata hu lku lm, bahwa se ltiap warga Ne lgara me lmilki keldu ldulkan yang sama 

di mata hulkulm. Seldangkan hak proporsional lelbih kelpada me lmbelrikan hak 

selsulai de lngan pre lstasinya. 

  Ke ladilan melnulrult Aristotelle ls telrbagi me lnjadi dula yakni ke ladilan 

distribultif dan keladilan kore lktif. Keladilan distribultif melnulrultnya adalah 

keladilan yang be lrlaku l dalam hulkulm pulblik, yaitu l belrfoku ls pada distribulsi, 

honor ke lkayaan, dan barang-barang lain yang dipelrole lh olelh anggota 

masyarakat. Ke lmuldian keladilan kore lktif be lrhulbulngan de lngan pe lmbeltullan 

selsulatul yang salah, me lmbelrikan kompe lnsasi ke lpada pihak yang diru lgikan 

                                                           
 20 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam (Jakarta : 

Pradnya Paramita , 1996), hal 11-12. 
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atau l hulku lman yang pantas bagi pe llakul ke ljahatan. Se lhingga dapat 

diselbultkan bahwa ganti rulgi dan sanksi melru lpakan keladilan kore lktif. 

3) Telori Ke ladilan Hans Ke llseln 

  Hans Ke llseln dalam bu lkulnya ge lnelral the lory of law and statel, 

belrpandangan bahwa hu lkulm selbagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan 

adil apabila dapat me lngatu lr pe lrbulatan manu lsia delngan cara yang 

melmulaskan se lhingga dapat me lnelmulkan ke lbahagian didalamnya.21 Dalam 

pandangannya te lrhadap keladilan, ia me lnelmpatkan ke ladilan pada aliran 

positifismel dimana melnulrultnya ke ladilan belrsulmbelr dari atu lran – atulran 

hulkulm yang me lngakomodir nilai – nilai ulmulm dalam me lsyarakat. Hans 

Ke llseln melnye lbultkan bahwa ke ladilan multlak belrasal dari alam, lahir dari 

manulsia yang be lrdasarkan kelhe lndak Tu lhan. Selbagai pelnganu lt Positivismel, 

ia julga me lngaku li adanya hu lkulm alam, se lhingga pe lmikirannya te lrhadap 

konselp keladilan se lndiri melnganu lt dulalism, yakni hulkulm positif dan 

hulkulm alam. Melnulru lt Hans Ke llseln :22 

Dulalismel antara hu lkulm positif dan hulkulm alam melnjadikan 

karakte lristik dari hulkulm alamvmirip delngan du lalismel meltafisika 

telntang du lnia re lalitas dan dulnia idel mode ll Plato. Inti dari fislafat 

Plato ini adalah doktrinnya te lntang du lnia idel. Yang melngandu lng 

karakte lristik melndalam. Dulnia dibagi me lnjadi dula bidang yang 

belrbe lda : yang pe lrtama adalah du lnia kasat mata yang dapaitangkap 

mellaluli indelra yang dise lbult relalitas; yang ke ldula dulnia idel yang tidak 

tampak. 

 

                                                           
 21 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

Bandung, Nusa Media, 2011), hal 9. 

 

 22 Ibid,  hal.14. 
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Dalam pe lnellitian ini pelnullis melnggu lnakan telori keladilan dari Aristote llels, 

kare lna me lnulrultnya ke ladilan hanya akan te lrcipta kare lna adanya hu lkulm 

belgitu lpuln selbaliknya hulkulm ada kare lna u lntulk melnciptakan ke ladilan. 

Aristotellels me lnelmpatkan pe lrsamaan hak dalam selbulah ke ladilan hu lkulm, 

olelh kare lnanya tidak bolelh ada inte lrvelnsi dan intimidasi dalam selbu lah 

keladilan. Makna ke ladilan ini julga me lnjadi dasar pe lrtimbangan pe lnullis 

dalam isul hu lkulm yang se ldang dibahas, kare lna bagaimanapu ln seltiap warga 

Ne lgara me lmiliki hak yang sama dimata hu lkulm olelh kare lna itul partai Prima 

melmiliki hak, dalam hak ini selbagai warga Ne lgara ulntulk melmpe lrtahankan 

hak politiknya de lngan melncari ke ladilan yang se llulas - lulasnya. 

2. Kerangka Konseptual 

Ke lrangka konse lptulal digulnakan u lntu lk melrulmulskan de lfinisi spelsifik yang 

dapat me lnjadi pandulan bagi pe lne lliti dalam prosels pelngu lmpullan, pelnge llolaan, 

analisis, dan konstrulksi data. Melnulru lt Soelrjono Soelkanto, Kelrangka 

konselptulal me lrulpakan su latul strulktulr yang me lmvisulalisasikan hu lbulngan antara 

konselp-konse lp spe lsifik yang te lrdiri dari makna-makna yang te lrkait de lngan 

istilah yang se ldang diulji dan ditelliti, baik dalam kontelks pelnellitian normatif 

maulpuln e lmpiris23. Dalam pelne llitian ini, kelrangka konselptulal yang digu lnakan 

adalah se lbagai be lrikult: 

                                                           
 23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 

1989), hal 103. 
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bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihu lkulm tanpa adanya dasar hu lkulm 

selbe llulmnya. 

5) Konse lp Pultulsan Hakim, melnulrult Suldikno Melrtokulsulmo, melrulpakan 

ulcapan yang diu lcapkan olelh Hakim, selorang pe ljabat nelgara yang me lmiliki 

we lwelnang u lntulk itul, dalam sidang pe lngadilan de lngan maksu ld u lntulk 

melngakhiri atau l melnye llelsaikan sulatu l pelrkara atau l pelrsellisihan yang 

mellibatkan pihak-pihak yang te lrkait.25 

6) Konse lp Prosels Pelradilan adalah se lrangkaian langkah-langkah dan tahapan 

yang dilaku lkan dalam sistelm pelradilan u lntulk melnye lle lsaikan pe lrsellisihan 

hulkulm dan me lncapai ke ladilan. Prose ls ini mellibatkan pe lngaju lan gu lgatan, 

pelrsidangan, pe lme lriksaan bulkti, pelndelngaran argu lmeln dari para pihak, 

pelrtimbangan hu lkulm, dan akhirnya, pe lmbelrian pu ltulsan olelh hakim. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Meltodel Pelnellitian hulkulm adalah su latul prosels ulntulk melne lmulkan atulran 

hulkulm, prinsip – prinsip hulkulm, maulpuln doktrin - doktrin hulkulm gulna 

melnjawab isul hulkulm yang dihadapi.26 Meltodel pelne llitian melru lpakan aspelk 

yang sangat pe lnting dalam pelnullisan selbu lah skripsi dan karya ilmiah lainnya, 

kare lna me ltodel pe lnelliatian me lrulpakan se lbulah alat ulntulk me lncari jalan ke llular 

                                                           
 25 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, (Yogyakarta: 

Liberty, 2006), hal 108. 
 

 26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 

hal 35. 
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dari se lbulah pelrmasalahan, olelh kare lna itu l haru ls jellas apa yang me ltodel atau l alat 

apa yang akan digu lnakan. Pada pelne llitian skripsi ini pelnullis melnggu lnakan 

jelnis pelnellitian hulkulm normatif, yakni de lngan pelnde lkatan yang didasarkan 

pada bahan hu lkulm ultama dari telori – telori hulkulm, asas – asas hulkulm, pelratulran 

pelru lndang – u lndangan dan produ lk hulkulm lainnya baik hu lkulm primelr mau lpuln 

hulkulm selkulnde lr lainnya.  

C:\Users\ASUS\Downloads\2.docx 

 Dalam pe lnullisan skripsi ini pelnullis selcara spe lsifik melnggu lnakan 2 (du la) 

pelnde lkatan, yakni : 

1. Pelndelkatan pe lru lndang – ulndangan (statu ltel approach)  

Pelndelkatan ini me lrulpakan pe lndelkatan yang dilakulkan be lrdasarkan se lmula 

re lgu llasi dan pelratu lran pelru lndang – u lndangan yang be lrlaku l melnyangku lt 

isul hulkulm yang se ldang ditelliti olelh pelnullis atas pultulsan pe lrdata nomor 

757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI. Pe lndelkatan 

pelru lndang – ulndangan (statu ltel approach) digu lnakan ulntulk melnellaah 

apakah pu ltulsan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT 

DKI yang su lbstansi mulatan pultulsannya se lsulai delngan koridor hu lkulm yang 

belrlaku l di Indone lsia. 

2. Pelndelkatan kasu ls (case l approach) 

Pelndelkatan ini be lru lpa pelngambilan contoh kasu ls atau l isul hulkulm yang 

telrjadi di dalam masyarakat dalah hal ini pe lnullis mellakulkan pe lnde lkatan 

kasuls gu lna me lndapatkan ke ljellasan te lrhadap kompeltelnsi absolu lt hakim 

telrhadap pu ltulsan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2.docx
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230/PDT/2023/PT DKI. yang dalam isinya me lghulkulm telrgu lgat dalam hal 

ini KPUl ulntulk tidak mellaksanakan sisa tahapan Pelmilihan Ulmulm 2024  

dan mellaksanakan  tahapan Pelmilihan Ulmulm dari awal  sellama lelbih 

kulrang 2 (dula ) tahuln 4 (elmpat) bullan 7 (tuljulh) hari. Sellanjultnya adalah 

melmsatikan bahwa gulgatan pelrbulatan mellawan hulkulm dalam kasuls 

selngkelta Pelmilul yang ditangani olelh PN Jakarta Pulsat suldah selsu lai delngan 

kelwelnangannya dan selsulai yang diatulr olelh Ulndang – U lndang Nomor 7 

Tahu ln 2017 telntang Pe lmilihan Ulmulm. 

3. Sumber Bahan Hukum  

 Sulmbelr data yang digu lnakan dalam pe lne llitian ini adalah : 

1. Bahan Primer 

Bahan hu lkulm primelr me lrulpakan bahan hu lkulm yang sifatnya paling u ltama 

delngan kata lain bahwa bahan hulkulm telrselbult dapat belrdiri selndiri tanpa 

ditopang de lngan su lmbelr hu lkulm lainnya. Bahan hulku lm primelr yang 

digu lnakan ole lh pelnullis, yakni : 

a. UlUlD – NRI Tahu ln 1945 

b. Ulndang – U lndang Nomor 2 Tahu ln 1986 telntang Pelradilan U lmulm 

c. Ulndang-U lndang Nomor 5 Tahu ln 1986 jo. Ulndang-U lndang Nomor 9 

Tahu ln 2004 jo. Ulndang-U lndang Nomor 51 Tahuln 2009 Te lntang 

Pelradilan Tata U lsaha Ne lgara 

d. Ulndang – U lndang Nomor Tahu ln 24 Tahu ln 2003 telntang Mahkamah 

Konstitulsi 
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e. Ulndang – Ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang Ke lkulasaan 

Ke lhakiman 

f. Ulndang-U lndang Nomor 30 Tahu ln 2014 telntang Administrasi 

Pelmelrintahan 

g. Ulndang – U lndang Nomor 7 Tahu ln 2017 telntang Pelmilihan Ulmulm 

h. Pelrbawaslu l Nomor 9 Tahuln 2022 telntang Tata Cara Pelnye lle lsaian 

Selngke lta Prose ls Pelmilul 

i. Pelrbawaslu l Nomor 3 Tahuln 2023 telntang Se lntra Pelnelgakan Hu lkulm 

Telrpadu l Pelmilihan Ulmulm 

2. Bahan Sekunder 

Bahan hu lkulm selkulndelr, yaitu l bahan hu lkulm yang melnulnjang bahan hu lkulm 

primelr dalam me llakulkan analisis kasu ls selpe lrti bulkul yang be lrkaitan de lngan 

ilmul hulku lm, julrnal hulkulm, meldia celtak, meldia onlinel dan meldia 

elle lktronik. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Telknik pelngu lmpullan data dalam meltodel pelne llitian normatif dilakulkan 

delngan stu ldi kelpulstakaan telrhadap bahan – bahan hulkulm yang te llah diselbultkan 

selbe llulmnya baik bahan hulkulm primelr, selkulndelr mau lpuln telrsielr ulntulk 

sellanjultnya dapat dijadikan bahan analisis kasu ls isul hulkulm yang se ldang 

dibahas. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

 Dalam skripsi ini di gulnakan meltode l analisis delskriptif kulalitatitif. 

Sulgiyono me lnye lbultkan :27 

     Meltodel pe lnellitian delskriptif kulalitatif adalah meltode l pelnellitian yang 

belrlandaskan  filsafat postpositivismel yang biasa digu lnakan u lntulk melnelliti 

kondisi objelk yang  alamiah, di mana pe lne lliti belrpelran se lbagai instrulmeln 

kulnci dan me llakulkan mellulkiskan su latu l keladaan se lcara obje lktif ataul 

belrdasarkan fakta-fakta yang tampak. 

pelnullis melncoba u lntulk melnde lskripsikan ke ladaan te lrkait isul hulkulm yang di 

telliti dalam pelnellitian hulkulm ini delngan be lrdasarkan sulmbelr hu lkulm yang ada 

Mellaluli meltodel ini ulntulk melncari ke lbe lnaran atas pultulsan Pelngadilan Ne lge lri 

Jakarta Pulsat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI, 

apakah pu ltulsan te lrse lbult suldah dalam koridor hu lkulm yang se lsulai de lngan atu lran 

pelratu lran pe lru lndang – u lndangan. Pelmilihan meltodel ini julga didasarkan atas 

spelsifikasi sulbjelk pelne llitian yakni se lbulah produ lk pelru lndang – u lndangan, olelh 

kare lna itul hasil dalam pelne llitian ini belrulpa u lraian atau l pe lnjellasan te lrhadap 

pristiwa hulkulm yang se ldang dite lliti pelnu llis. 

 

                                                           
 27 Sugiyanto, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2017), 

hal. 15. 
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F.  Sistematika Penulisan 

Pelnyu lsulnan skripsi ini dibulat se lcara sistelmatis ulntulk melmuldahkan 

pelmbaca dalam melmahami isi dari skripsi ini. Be lrke lnaan pe lnullis melnyu lsuln 

skripsi ini yang be lrisi lima bab de lngan garis be lsar selbagai be lrikult : 

BAB I PENDAHULUAN      

  

 Pada bab ini akan diulraikan telntang latar be llakang masalah, rulmulsan 

masalah, tu ljulan dan manfaat pe lnellitian, kelrangka te lori dan 

konselptulal, meltode l pelnellitian dan sistelmatika pelnullisan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN HAKIM 

DAN PENGADILAN DALAM SENGKETA PEMILU 

 Dalam bab ini diulraikan telntang landasan pelne llitian dalam 

melnganalisis kelwe lnangan hakim dalam pultulsan Pelngadilan Ne lge lri 

Jakarta Pulsat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 

230/PDT/2023/PT DKI telrhadap pe lratulran pe lrulndang – u lndangan 

yang be lrlakul. 

 

BAB  III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA PUSAT NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst 

JUNCTO  230/PDT/2023/PT DKI. 

Dalam bab ini di u lraikan selcara kompre lhe lnsif telntang pu ltulsan hakim 

Pelngadilan Ne lge lri Jakarta Pulsat dalam pultulsan selngke lta Pelmilul 
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delngan obje lk gu lgatan pelrbu latan me llawan hu lkulm (onre lchtmatigel 

daad) dalam pe lrkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  

230/PDT/2023/PT DKI. Pada bab ini melmbahas telrkait apakah 

pelrkara itul te lpat ulntulk ditelrima ole lh hakim Pelngadilan Ne lge lri 

Jakarta Pulsat melngingat pelngadilan se lndiri melmiliki kompeltelnsi 

absolult (absolulte l julrisdiction) masing – masing se lsulai delngan 

lingku lngan pe lradilannya (dive lrsity julrisdiction), dan jika 

belrdasarkan Pasal 467 ayat (1) dan 470 ayat (1) Ulndang – U lndang 

Nomor 7 Tahuln 2017 telntang Pe lmilihan Ulmulm bahwa pe lnye lle lsaian 

selngke lta Pelmilul dapat disellelsaikan me llaluli Badan Pelngawas Pe lmilul 

(Bawaslu l) dan Pelngadilan Tata U lsaha Ne lgara. 

 

BAB IV    ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN 

NEGERI 

                     JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERKARA 

SENGKETA PEMILU 

 Dalam bab ini diulraikan telntang Bagaimanakah kelwe lnangan Hakim 

Pelngadilan Ne lge lri Jakarta Pu lsat dalam melmultuls selngke lta Pelmilul 

antara Partai Prima dan KPUl delngan obje lk gu lgatan pe lrbulatan 

mellawan hu lkulm (onre lchtmatigel daad) dalam pultulsan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI. Se llain itul 

dalam bab ini ju lga melmbahas pe lrtimbangan Hakim u lntulk 

melngabu llkan gulgatan pelnggu lgat se llulru lhnya dalam pultu lsan Nomor 
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757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo  230/PDT/2023/PT DKI, dan 

melnyatakan bahwa pultulsan pelrkara te lrselbult dapat dijalankan telrle lbih 

dahullul selcara se lrta me lrta (u litvoe lrbaar bij voorraad). 

 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini me lngu lngkapkan hasil ke lsimpullan yang me lrulpakan 

jawaban-jawaban dari rulmu lsan pe lrmasalahan dan saran yang 

diselsulaikan de lngan hasil pelne llitian.


